' BERITA DAERAH
KOTA SIBOLGA
NOMOR 37 TAHUN 2014

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR : 360 / 39 / TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA ALAM
DI KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- WALIKOTA SIBOLGA,

Menimbang: a. bahwa Peraturan Walikota Sibolga Nomor 460/13/2011 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi
Korban Bencana Alam di Kota Sibolga sudah tidak layak lagi
dengan perkembangan situasi dan kondisi pada saat sekarang
ini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pemberian Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Alam di Kota
Sibolga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang...



4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negai'a Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4723);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

6. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga
(Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 11)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2012
(Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 10);

7. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun
2012 Nomor 13};

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA ALAM

DI KOTA SIBOLGA.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud déngan :

1.
2.

Daerah adalah Kota Sibolga.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Walikota adalah Walikota Sibolga.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dlslngkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah. ,

Dinas adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sibolga.

Warga adalah warga Kota Sibolga yang berdomisili dan bertempat tinggal di
Wilayah Kota Sibolga yang terdaftar, memiliki KTP dan Kartu Keluarga.

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu
Identitas Resmi yang dimiliki oleh setiap Penduduk sebagai bukti diri yang
diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

. 8. Bantuan...



8. Bantuan Sosial bagi korban bencana alam yang diberikan oleh Pemerintah
Kota Sibolga khususnya kepada korban yang terkena bencana.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga.

10. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk
oleh DPRD Kota Sibolga dengan persetujuan bersama Walikota Sibolga.

11. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Sibolga.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dari pemberian bantuan sosial bagi korban bencana alam adalah
salah satu bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Daerah kepada
warga yang tertimpa bencana hingga menyebabkan timbul korban jiwa,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda.

(2) Tujuan untuk meringankan beban warga Kota Sibolga yang tertimpa
bencana.

BAB III
PERSYARATAN

Pasal 3

(1) Persyaratan untuk mendapatkan bantuan social bagi korban bencana alam
adalah :

a. Surat Keterangan dari Lurah setempat bahwa benar terjadi bencana
alam;
b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP} dan Kartu Keluarga (KK).

(2) Jenis bencana alam dan besar bantuan yang akan diterima keluarga adalah :
a. Jenis Bencana Alam : |
1. tanah longsor;
2. kebakaran;
3. angin puting beliung/badai;
4. banjir bandang.
b. Besar Bantuan Bencana Alam : .
1. Bantuan untuk pertolongan pertama saat kejadian :

a) Beras 1 (satu) karung isi 30 kg
b) Mie Instan : 1 (satu) kardus
c) Telur : 1 (satu) papan
d) Air Mineral : 1 (satu) kardus

2. Bantuan...



, 2. Bantuan atas kerugian yang dialami korban bencana :
; a) Tanah Longsor
Rusak ringan : Rp. 1.000.000,-
Rusak sedang : Rp. 2.000.000,-
Rusak berat  : Rp. 3.000.000,-

b) Kebakaran
Rusak ringan : Rp. 1.000.000,-
Rusak sedang : Rp. 2.000.000,-
Rusak berat : Rp. 3.000.000,-
c) Puting Beliung/Badai
Rusak ringan : Rp. 1.000.000,-
Rusak sedang : Rp. 2.000.000,-
Rusak berat : Rp. 3.000.000,-
d) Banjir Bandang
Rusak ringan : Rp. 1.000.000;-
Rusak sedang : Rp. 2.000.000,-
Rusak berat + Rp. 3.000.000,-

c. Kategori Kerusakan : A
1. yang dimaksud dengan rusak ringan adalah: rusak yang jumlah
taksiran mulai dari Rp. 0,- s/d Rp. 15.000.000,-
2. yang dimaksud dengan rusak ringan adalah rusak yang jumlah
taksiran mulai dari Rp. 15.000.000 s/d Rp. 30.000.000,- ‘

‘ 3. yang dimaksud dengan rusak ringan adalah rusak yang jumlah
taksirannya lebih dari Rp. 30.000.000,-

BAB IV
MEKANISME

Pasal 4

Mekanisme pemberian bantuan sosial bagi bencana alam di Kota Sibolga adalah

sebagai berikut : .

a. Korban melaporkan kejadian bencana kepada Kepala Lingkungan dan Lurah
setempat; :

i b. Kepala Lingkungan/Lurah, Satpol PP dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota

Sibolga meninjau ke lokasi bencana untuk mencek kebenaran laporan
warganya;

¢. Lurah...




c. Lurah melapor ke Camat dan Camat meneruskannya ke Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sibolga;
Apabila berdasarkan penelitian di lapangan bencana tersebut memang benar
dan memenuhi syarat untuk mendapat bantuan, maka BPBD Kota Sibolga
mengeluarkan Surat Laporan kejadian bencana dan Rekomendasi mendapat
bantuan;

e. Lurah membuat Surat Laporan Bencana Alam ke Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kota Sibolga dengan melampirkan Surat Proposal dari warga yang
menjadi korban dan Surat Rekomendasi dari BPBD Kota Sibolga, kemudian

- permohonan diajukan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sibolga ke
Walikota atau Wakil Walikota Sibolga melalui Sekretaris Daerah Kota Sibolga
untuk mendapat persetujuan;

f. Bendahara pengeluaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Sibolga mencairkan dana bantuan sosial bagi korban bencana alam dan

membayarkannya kepada yang berhak setelah mendapatkan persetujuan
dari Walikota. '

BAB YV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Sibolga Nomor

460/13/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial

Bagi Korban Bencana Alam di Kota Sibolga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
lagi. '

BAB VI..



v
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 10 Desember 2014

WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 89 Desimber 2014

S SLARIS-DAERAH,

gy

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 20 14 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakot Sibolga,

ZUFRIANTO HUTAGALUNG, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19611109 199203 1 005




